BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR %3 TAHUN aooé

! i
|

Vl;é** TENTANG

TATA. CARA PENYETORAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH
 BADAN KREDIT KECAMATAN DAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR ‘

5 BUPATI KARANGANYAR ;

 Menimbang * . :a. bahwa dengan telah dlberlakukanny'i Peraturan Daerah Propln31 Jawa
Sl  Tengah Nomor .19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Dacrah Badan
. Kredit Kecamatan dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor
200 Tahun 2002 - tentang - Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit
Kecamatan (' PD BPR BKK) , maka perlu mengatur Tata Cara
Penyetoran Laba bersih Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan
( PD BKK ) dan Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan

. :(PD BPR BKK ) untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar ;
b.. bahwa untuk maksud tersebut perlu dlatur dan dxtetapkan dengan -
. Peraturan Bupatl '

Mengingat | i b Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
e y ;Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah -
N | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,

~ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 ) ;

3. Und(n\, - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31
chLmbahaﬂ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472 )
_sebagaimana telah diubah dengan ‘Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
~ Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor

- 3790); '

4. Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan - ( Lembaran Negara Republik
: IndoneSIa Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

L Repubhk Indones1a Nomor 4389; . .

-5. Undang - Undang Nomor 32 . Tahun 2004 tentang Pemermtahan
- Daerah (- Lembaran - Negara Republik IndonesiaTahun 2004

" Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

o 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

L..xun 2005 ( Lembaran - Negara Repubhk Indones1a ‘Tahun 2005




}M/_enetfapkén -

‘ vNomor 108 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone51a Nomor o

4548 );

| -6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
" Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (
- Lembaran - Negara - Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, -

| , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

>7~.' Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang pencabutan
: Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan

. Rakyat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

" Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor :

- 3842);

8. Peraturan Menterl Dalam Negen ‘Nomor- 4 Tahun 1993 tentang

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

9. Keputusan Menteri . Keuangan Nomor 221/KMK 017/ 1993 tentang

- Bank Perkreditan Rakyat;

10, Keputusan Menteri Dalam Negeri- dan Otononn Daerah Nomor 44 L
" Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja  Perusahaan

Dacrah Bank Perkreditan Rakyat;

* 11.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45
Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah

Bank Perkreditan Rakyat;

12, Keputusan Menteri Dalam Negerl dan Otonoml Daerah Nomor 46 ;

- Tahua 2000 tentang Pegawa1 Perusahaan ‘Daerah Bank Perkredltan
P(“(wu

13.'1’eruturax~ Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 :
‘ tertang Jerusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa -
_ 'T‘Lnga.l ( Lembaran Daerah Prov1n51 Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor

121).

14. Peraturan - Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 -

‘tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit

Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Proplnsx Jawa
= Tengah Tahun 2002 Nomor 122 )
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| MEMUTUSKAN :

! E

:'PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYETORAN '
" LABA | BERSIH PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT
7 ,KE\,AMATAN DAN  PERUSAHAAN - DAERAH BANK
* PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN UNTUK
/ ,PEMERINTArI KABUPATEN KARANGANYAR :

Pasal 1

Laba bers1h Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan dan Perusahaan _
i Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan bagian laba
- untuk Pemermtah Kabupaten Karanganyar disetorkan ke Kas Daerah

- setiap 13 ( tiga ) bulan sekali sesuai tahun anggaran bexjalan dan

kekurangannya dipenuhi sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya . .




}Menétapkan

| Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nom
4548 ), e

R 6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan |
_ Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan - Daerah
| Lembaxan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, .

'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );

. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang pencabutan

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan
) -Rakyat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones1a

Nomor 3842);

8 Peraux ai Menteri Dalam Negen Nomor 4 »Tahun 1993 tentang . '

Pﬂrusalnan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;

9. l\eputusau Menteri Keuangan Nomor 221/KMK 017/1993 tentang

Bank; Perkreditan Rakyat

.- 10. Keputusan Menteri Dalam vNcgen dan Otonoml Daerah Nomor 44
S Tahun 2000 tentang Pedoman Orgamsa51 dan Tata Kerja Perusahaan

Daerah Bank Perkreditan Rakyat; -

- 11.Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 :
Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah L

~ Bank Perkreditan Rakyat;

- 12, Keputusan Menteri Daiam Negén dan Otonoml Daerah Nomor 46 L
L 'Iahun 2000 tentang Pegawal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

.Rakyat

13, Peraturan .Daerah Propm51 Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002

: tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa
' "‘°ngah ( Lembaran  Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002
~Nomor 121.).

14, Peraturan Daerah Propm51 Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002 R
- tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit =
- Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah ( Lembaran Daerah Propm31 Jawa

Tengah Tahun 2002 Nomor 122 )

‘1!

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYETORAN
LABA | % BERSIH PERUSAHAAN ~DAERAH BADAN KREDIT
- KECAMATAN = DAN ' PERUSAHAAN  DAERAH BANK
- PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN UNTUK o
_ PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR. ' g

it
i

Pasal 1

- Laba ber51h Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan dan Perusahaan ;

Daerah ‘Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan bagian laba -
~unink ' Pemerintah Kabupaten Karanganyar disetorkan ke Kas Daerah -

- setiap! 3 ( tiga ) bulan sekali sesuai tahun anggaran berjalan dan ..

kekura:igannya d1penuh1 sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya .




- pada

~ SEK

e i bTembusan’:

. 'Gubernur Jawa Tcngaih;

PAéxsal“ 2

Setoran laba ber51h Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan dan N

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan

'bagian | laba untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana -
dimaksud Pasal 1 Peraturan Bupati ini adalah merupakan Pendapatan Asli .
kf Daerah kelompok hasil Perusahaan Milik Dae.al bagian laba lembaga
; ;keudngan Bank dengan kode rekening 1 01 05 1.3.02.03 dan dlsetor S
. langsung ke rekenmg Kas Daerah : : , L

‘\‘i

i Pasal3

: : 1) Peraturan Bupatl ini mulai berlaku pada tanggal dltetapkan 5
(2) Memerintahkan ~Pengundangan  Peraturan Bupati  ini dengan', e

penempatarmya dalam Benta Daerah Kabupaten Karanganyar ;

\'?

Dltetapkan di Karanganyar
_ padatanggal 9 Nowmécr 9006

. Ketua DPRD Kab Karanganyar,
.- Pemimpin Bank Indonesia Solo,

. -Para Assisten Sekretarls Daerah Kab. Karanganyar, -
.. Kepala Badan Péngawas Kab. Karanganyar,

. Kepala Dinas Pendapatan Kab. Karanganyar,

. Kabag Keuangan SPtda Kab. Karanganyar,

1
2
3
4, Sekretaris Daerah Kab. Karanganyar,
5
6
7

8
9. Kabag. Perekonomlan Setda Kab. Karanganyar,
1

0. Kepala BKK/BPR BKK se Kab. Karanganyar

- fDlundangkan di Karanganyar
L9 /\)opumbur 2606

TA RIS DAERAH KABUPATEN KARANGANY AR

. BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR V?
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